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Utang Berbunga

Berpotensi Korupsi

BELUM ditetapkannya APBD Bangkep hingga kini akan
membuatutang Pemkab akan serakin tinggi, pasalnya, para
pimpinan SKPD harusberutanguntukmembiayaisetiap keg-
iatan, Bahkan pinjaman utangituberbungahingga 10 persen.

Pemerhati kebijakan publik Kabupaten Banggai, Heri me-
nilai pemerintah Kabupaten Bangkep tidak memiliki upaya
real agar segera APBD Bangkep ini dicairkan. “Kokmalahng-
utangsampaiberbungasegala. Seharusnyapemerintah Bang-
kep harus segera mencairkan APBD,” ujarnya.

Justru kalau setiap kegiatan dibayar dengan utang sangat
berbahaya karena berpotensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Karena pembayaran bunga utang itu ditanggung APBD dan
mana mungkin kepala dinas membayar utang memakai gaji
atau tunjangan. “Nah bayar bunganya itu bagaimana. Pakai
dana APBD juga atau pakai uang pribadi. Ya tidak bisa, pas-
ti kepala dinas pinjam kepada kontraktor atau pihak ketiga
dengan iming-imingjanji,” katanya. “Selain dilunasin utang-
nya, kepala dinas bisa saja memberikan janji agar dipinjam-
kan uang,” katanya.

Menurutnya, bentuk dari janji itu merupakan sebuah un-
sur kolusi dan korupsi. “Itu gratifikasi dan diatur undang-un-
dang ada sanksinya,” ujarnya.

Katanya, kalau polisi punya niat memberantas korupsi di
Bangkep, cukup sajamemeriksapejabat-pejabatyangmemi-
liki utang kepada pihak ketiga, maka ada bukti yang didapat.
Karena itu, menurutnya alangkah lebih baik dengan produk
APBDyangsudahdibahaspansusbersamaeksekutifitu, diko-
munikasikan agartidakmengganggujalannyarodapemerin-
tahan. “Ada hal yang lebih baik, produk APBD ini segera di-
paripurnakan, tidak perlu lagi ada Perbup. Karena kalau ha-
ruslewat Perbup, maka juga butuh prosesyang panjang. Cu-
kuplah sampai April ini saja,” ujarnya.

Menurutnya, Perbup yang akan dikeluarkan oleh Bupati
bangkep Lania Laosa sangat tidak efektif dikarenakan Per-
bup itu bisa keluar jika DPRD menolak pembahasan Raper-
da sebanyak tiga kali. “Nah posisi APBD Bangkep ini sudah
terlambat diajukan ke DPRD, mau Perbup sudah terlambat.
Seharusnya sejak dari awal kalau mau Perbup karena sesuai
aturan Bupati bisa mengeluarkan Perbup jika DPRD meno-
lak pembahasan di ujung tahun. Sudahlah dikomunikasikan
saja APBD tidak perlu lagi tarik ulur. Malu sama daerah lain,
Bangkep ini sudah ketinggalan,” ujarnya.(bar)




